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ABSTRAK:

CATATAN :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan,
Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
188/Menkes/Pb/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok untuk
menciptakan udara yang bersih dan sehat; bahwa Rokok merupakan salah satu hasil olah
tembakau dimaksudkan untuk dibakar serta dihisap, dan/atau dihirup asapnya berupa rokok
kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau dan
spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung Zat Adiktif dengan atau tanpa
tambahan yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun
masyarakat, baik selaku Perokok Aktif maupun Perokok Pasif; bahwa dalam rangka mencegah
dampak negatif penggunaan Rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap
kesehatan serta menghormati hak asasi manusia, maka perlu diatur mengenai ruangan atau
area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;
Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam  Negeri Nomor
188/Menkes/Pb/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011.

Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Penyelenggaraan; Peran
Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan;Sanksi Administratif ; Penyidikan; Ketentuan
Pidana; Ketentuan Penutup.

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 26 April 2018
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